
BUPATI BANGKA 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

SALINAN 
PERATURAN BUPATI BANGKA 

NOMOR 44 TAHUN 2022 
                

 TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANGKA, 

Menimbang :  a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) 
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati;  

 b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka 
Tahun 2023 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, 

prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan 
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun 
dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan 

program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat dan Provinsi;  

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 dengan 
Peraturan Bupati; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55)     

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan 

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang 
Pembentukan  Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam 

Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

3. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam 

rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6515); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6042); 

 



3 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6402); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6056); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang 
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 225, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6133); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
136); 

19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 259); 

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

10); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 
tentang Pengarusutamaam Gender di Daerah, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 927); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1114); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor1447); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor  590); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2002 
tentang Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Teluk 
Kelabat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2002 

Nomor 43 Seri D); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Kawasan Industri Jelitik Sungailiat (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 3 Seri D); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka 

Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Tahun 2013 Nomor 1 Seri D); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 

Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 2 Seri D); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 

Tahun 2018 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 9 Seri D); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan 
Perempuan  (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 

2019 Nomor 6 seri D); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bangka.  

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan 
mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

rencana pembangunan daerah. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat 
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 
adalah Inspektorat Kabupaten Bangka.  

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 5 (lima) 

tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya jabatan kepala 
daerah. 

11. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah 

dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) 
Tahun. 

12. Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang 
selanjutnya disingkat RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 1 (satu) tahun. 

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun. 

14. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 1(satu) tahun. 

15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan 
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat 
daerah. 

17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah 

ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan 
Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara 

secara minimal. 
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18. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan 
pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. 

19. Money Follow Program adalah konsep pendekatan penganggaran yang lebih 

fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas 
daerah, yang mendukung prioritas nasional dan provinsi, serta 
memberikan dampak langsung bagi masyarakat. 

20. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang 

selanjutnya disingkat TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan 
dan sasaran global tahun 2016-2030. 

BAB II 

PENETAPAN RKPD 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RKPD Tahun 2023 untuk periode 1 

(satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 
31 Desember 2023. 

Pasal 3 

(1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun 
berdasarkan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial serta 
mengacu prinsip money follow program, berbasis hasil evaluasi rencana 

pembangunan dalam menentukan isu strategis daerah, berpedoman 
terhadap pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-

2023, SPM, TPB/SDGs, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 
2023 serta mengacu kepada prioritas nasional. 

(2) Rincian RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

MATERI RKPD TAHUN 2023 

Pasal 4 

(1) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat 
rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, 

kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Corona 
Virus Disease 19 (Covid-19), serta rencana kerja pendanaan yang disusun 

dengan berpedoman pada RKPD Provinsi, RKP dan program strategis 
provinsi dan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat, 

baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang 
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

(2) Materi RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupaka: 

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat 

Daerah; dan 

b. pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS Tahun 

2023. 

BAB IV 

PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Daerah menyusun KUA, PPAS dan Rancangan APBD Tahun 

Anggaran 2023 berpedoman pada RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023. 

(2) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan 

mempedomani RKPD Tahun 2023. 
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Pasal 6 

(1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan atas pelaksanaan 
rencana kerja yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator 
kinerja dari masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan dalam 

RKPD Tahun 2023 dan/atau APBD Tahun Anggaran 2023. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada 
Bappeda Kabupaten Bangka paling lama 5 (lima) hari setelah berakhirnya 

triwulan yang bersangkutan. 

(3) Laporan evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan 
pertimbangan analisis serta evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya 
yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

Pasal 7 

(1) Kepala Bappeda menelaah terhadap sinkronisasi, relevansi dan 

harmonisasi antara RKPD Tahun 2023 dengan Renja Perangkat Daerah 
Tahun 2023. 

(2) APIP melakukan reviu terhadap RKPD Tahun 2023. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.  

 
 

Ditetapkan di Sungailiat 
pada tanggal 4 Juli 2022 

BUPATI BANGKA, 
 

Cap/dto 
 
MULKAN   

Diundangkan di Sungailiat 
pada tanggal 4 Juli 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA, 

 
Cap/dto 

 

ANDI HUDIRMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 44 

 
 

 

 

  

 

     Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
  KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 

 
Cap/dto 

 

SRI ELLY SAFITRI, SH 
PEMBINA 

NIP. 19741008 200501 2 007 
 


